BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apotek
(PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Viva Generik Griya Kebraon
dari tanggal 16 Januari 2017 sampai 17 Februari 2017, dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kegiatan PKPA memberikan bekal kepada calon apoteker
sebelum terjun langsung ke masyarakat, agar kelak dapat
menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung jawab.

b. Mahasiswa calon Apoteker semakin memahami tentang peran,
fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek
pelayanan kefarmasian di apotek, bahwa seorang Apoteker
hendaknya memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam
hal manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen
keuangan, dan manajemen administrasi dalam mengelola Sumber
Daya Manusia (SDM) di apotek.

c. Melalui kegiatan PKPA mahasiswa calon Apoteker, memperoleh
kesempatan langsung untuk melihat dan mempelajari strategi
serta melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan
praktek farmasi komunitas di apotek, dimana mahasiswa calon
Apoteker memperoleh pengalaman langsung dalam hal
pelayanan resep maupun non resep, seperti memeriksa keabsahan
resep, memeriksa kelengkapan resep, meracik obat, memberi
etiket, memberi label, membuat copy resep, membuat kuitansi,

serta memberikan pelayanan KIE secara langsung kepada pasien.
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d. Mahasiswa calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang
permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek, seperti masih
sulitnya untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial yang
baik dengan sesama rekan sejawat, tenaga kesehatan lainnya, dan
masyarakat.

e. Mahasiswa calon Apoteker hendaknya memiliki wawasan,
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk
melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, yaitu terutama
mengenai cara pengelolaan obat, baik mulai dari perencanaan,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penataan, peracikan,

pencatatan, pelaporan, dan pemusnahan obat.



BAB VI
SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva Generik Griya Kebraon
adalah sebagai berikut:

a.

Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya mahasiswa calon
apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang
berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan
kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen
apotek sehingga pada waktu PKP calon apoteker dapat
langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan
efisien.

Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam
melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat menambah
wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan
pengelolaan apotek sehingga ketika harus terjun di tengah-
tengah masyarakat calon apoteker mampu untuk bekerja secara
profesional.

Pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada
pasien perlu ditingkatkan sehingga pasien benar-benar paham
cara penggunaan obat yang diperoleh dan dapat menambah
kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat

tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
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Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat menberikan
keuntungan  bagi  pasien, sehingga pasien  dapat
menginformasikan obat-obat yang sudah di gunakan dan
keluhan-keluhan yang dirasakannya tanpa khawatir diketahui
oleh pihak lain. Dari sinilah peran apoteker dapat berfungsi
secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat
memberikan pengobatan swamedikasi.

Mahasiswa calon  Apoteker  diharapkan  mempunyai
kemampuan kerja sama yang baik dengan semua karyawan di
apotek maupun setiap orang yang terlibat dalam operasional

apotek.
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